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Abstak
Secara finansial, sumber pendapatan negara yang masuk ke Baitul Mal
aflt^t^ lain adalah jValt dan 'iym Seluruh pendapatan oegara ditujukan
untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial seluruh penduduk, baik
muslim maupun non muslim. Adapun pajak kepala yang dikenakan kepada
penduduk non-muslim (jiVab) dipurgtdari penduduk kafir zimmi sebagai
kompensasi terhadap faminan keamanan yang dia dapatkan, jaminan ini
betupa pedindungan kehidupannya yang meliputi hara benda, ibadah
keagamaan, dan pembebasan dari dinas militer. Analog dengan pungutan
jizyah, terhadap masing-masing individu muslim adalah dikeoakannya zakat
fitri. Adapun 'iyur adalah paiak yang dikenakan pada barang dagangan
ekspor-impor ketika melintasi wilayah Islam (bea cukai). Palak ini tidak
saja dikenakan kepada pedagang kafir harbi , akan tetapi juga dikenakan
kepada pedagang zimmi dan pedagang muslim, meskipun dalam prosentasi
yang berbeda.
A. Pendahuluan
Dalam perspektif ekonomi, kebutuhan manusia dapat dikatakan bersifat
mikro dan bersifat makro.l Kebutuhan mikro adalah kebutuhan yang berhubungan
dengan sekunder, dalam arti bahwa proses konsumsi yangdilatukan hanya dipot hi
oleh pribadi yang meliputi: makanan, sandang, papan dan lain sebagainya.
Sedangkan kebutuhan makro merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan
hajat hidup orang banyak, setiap individu memiliki kebutuhan yang sama atas
kebutuhantersebugdanbiasanyakebutuhanrctse[uldia.lekanolehnegara. Sumber
dana untuk mewuiudkan kebutuhan tersebut dapat dikoordinasikan oleh negara
melalui instrumen pajak ataupun devisa negara. Kebutuhan makro ini meliputi
'Said Saad Marthon, Ekonomi Iskm di Tengab lftisit Ekononi Ghba{ terl. Ahmad Ikhrom
dan Dimy,auddin, (Jakana: Zikrul Hakim,2gM), 91-
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stabilitas keamanan, fasilitas pendidikan, infra struktur pertanian, kesejahteraan
sosial dan lain-lain.
Sistem keuangan (financial ysteru) adalah suatu kaedah ataupun aturan yang
menjelaskan sumber-sumber dana (teuangan) bagi negara dan prsoses alokasinla
bagi kehidupan mas),arakat. Selama abad pertengahan, sistem ini belum dilrenal
di negara-neganBropa.Baru di akhir abad pertengahan, beberapa neganbagian
menuntut adanya sistem keuangan bagi negara. Hal ini muncul akibat sistem
perdagangan yang ada, yakni adanyapajakperdagangan dan produksi (bea cukai).
Di negaraJerman mulai dikembangkan kajian tenang sumber-sumber dana bagi
operasional negara. Buku The lWealth of Nation AdanSmith merupakan satu upaya
dalam melaniutkan pengembangan sistem keuangan, di mana dalam buku itu
dijelaskan tentang konsep negara dalam mengatur kehidupan ekonomi, sumber-
sumber anggaran dan proses alokasi dana bagi kesejahteraan masyarakat.2 Tulisan
ini akan membahas jiyoh dan 'frgtfrr sebagai sumber arrggarzLn negara dalam
ekonomilslam.
B. KebiiakanFiskal
Kebiiakan fiskal dalam ekonomi konvensional dipandang sebagai instrumen
manajemen permintaan yang dapat mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi
melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Fiskal adalah salah satu
instrumen ekonomi publik. Dan kebifakan ekonomi publik terkait dengan faktor-
faktor non-ekonomi, seperti faktor sosial politik dan suategi.3 Dengan demikian
kebijakan fiskal atau keuangan publik adalahmerupakan suatu kebijakan yang
berkaian dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber
yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan.
Kebijakan fi skal meliputi kebiiakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan,
pengeluaran, dan utang. Jadi kebijakan ini sangat ditentukan oleh tufuan sosio-
ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.a
Berbeda dengan sistem sosialis yang melihat sektor publik semuanya dikuasai
oleh pemerintah, dan dalam sistem kapitalis peranan sektor publik relatif kecil,
dalam sistem ekonomi Islam, hak kepemilikan swasta diakui, dan pemerintah
bertanggung iawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya.s
2lbid,91-92.
3M.Nazori Ntaiid, Penikiran Ekononi klan Abu Ytsrf Rehaansinla dengan Ekontoni
Kakinian, (Yogyakarta: PSEI-STIS, 2003), l7l.
11bid.,202.
tlbid.
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Pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta 1'ang
meniadi hak kaum muslimin adalah Baitul Mal. Sumber pemasukan tetap baitul
mal adalah fa'i, ghanimah,anfal,kharaj, lizyah,us)rur, khumus, rikaz, tambang
dar zakat. Dalam hal zakat dimasukkan kas khusus baitul mal 1,ang psruntukkann *
tidak diberikan kepada selain untukdelapan kelompok (asnaf) yangtelah disebutkan
dalam al-Qur'an.6 Apabila hata-harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan rakyat maka negata mewaiibkan pajak (dhaibah) kepada
semua kaum muslimin. Penadkan paiak ini untuk membiayai kdatan yang
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, yang
dilaksanakan oleh negara. Dalam peoarikan pajak, negar:a harus mengikuti
ketentuan-ketentuan sebagai berikutT
l. Untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaranwaiib bagi bairul mal yakni: (a).
untuk fakir miskin, ibnu sabil, dan melaksanakan i*rad; 6). sebagai komperrsasi,
misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk gaii para pegawai negeri ,gaiitetara
dan sebagainya; (c). untuk pembangunan jalan, irigasi, pembangunan masiid
sekolah, rumah sakit, serta kepeduan-kepeduan liln yargkeberadaannya
dianggap urgen, di mana bila tidak ada, umat akan menderita; (d). karena
kondisi darurag misalnya ada pacekli\ angpn taufzn, gempa bumi, serangan
musuh, ata,u 
^pa 
saja yang menimpa kaum muslimin.
2. Untukmelunasihuang-hutangnegaradalamrangkamelaksanakankewajiban
negara terhadap kaum muslimin.
Meskipun demikian, sesungguhnya di kalangan fuqaha terdapat perbedaan
pendapat tentang kebolehan neg ta menarik pajak. Kalangan yang tidak
membolehkan adanya paiak apabila pemerintahan yang ada adalahpemerinahan
yang korup, ttdak legitiruate,fangtidak bertanggung iawab kepada rakyat dan
membelanialan uang negara secara bedebihan. Sementara itu terdapat sekelompok
fuqaha, yang mewakili hampir semua mazhab fiki\ di sep aniangseiaahmenyadari
tidak praktisnya pendapat demikian dan pada prinsipnya mereka membelahak
negara Islam untuk meningkatkan pemasukan lewat pajak sehingga memungkin-
kannya melaksankan fungsinya dengan efektif. Yusuf Qaradhawi berpendapat
bahwa mengingat anggung iawab negara makin bertamb abr"dan manal<ah negarl-
akan membiayai" iika tidak diperbolehkan memungut pajak. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa hak negara Islam untuk meningkatkan sumber dayanya
taqyuddin An-Nabhani, Membangan Sistem Ekonomi AlternatiJ: Perspektif lslan,
(|akarta: Risalah Gusti, tt), 253.
7lbid,254-255.
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melalui pajak tidak dapat ditolak dengan catatan bahwa pungutan itu dilakukan
dengan cuay^ngbenar dan dalam batas 1,ang dapat dipikul masyr212[21.8
Menurut Umer Chapra, sebuah negara Islam modern tidak dapat membatasi
hanva kepada lahan paiak yang diberlakukan oleh negara Islam dahulu.
Perekonomian pada masa lalu yang lebih besar adalah pertanian, karena itu pajak
seperri kha@ dan uyrpadaumumnya adalah out put pertanian, sedangkan pajak-
pajak yang lain menyumbang rlegara dalam jumlah yang kecil. Sekarang
perekonomian telah atau tengah berubah, makin beragam dan merata sumber-
sumber pemasukan yang tersedia bagi negara modern. Karena itu sumber-sumber
negara masa lalu seperti ghanimah, fa'i, daniizyrh tidak valid lagi untuk diterapkan
pada masa sekarang, sedangkan yang masih relevan adalah kharaj, usyr, dan tarif
cukai.e Agaknya jizyahyatgmerupakan pajak keamanan yang dikenakan pada
kafir dzimmi sudah tidak ditemukan praktiknya di negara modem sekarang yang
memandang warga negara tidak didasarkan pada perbed aan 
^gtm?.
C. JW"h
Pendapat yang mengaakan bahwa iizyah dan kharai merupakan penerimaan
sekuler dan zakat sebagai penerimaan religius adalah tidak benar. Meskipun dalam
kenyataatlizyah adalah pungutan dari kalangan non-muslim, negara Islam bukan
berarti sama dengan neg ta sekuler dalam pengertian modem. Suatu negara yang
mengakui kedaulatan Allah hampir tidak mungkin membuat perbedaan yang )elas
ant^t^umsan religius dan duniawi.lo Moralitas universal digabungkan dengan
sekularisme sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan sisi depan dan sisi
belakang mata uang yang sama. Ini irga bedaku dalam pengumpulan penerimaan
dalam suatu negara Islam.
Perbedaan yang kedua, negara Islam menjadikan agama sebagai dasar untuk
mengenakan paiak bagi masyankat.Zakat kharai danlizyahmemiliki dasar yang
sesuai dengan aiaran Islam, al-Qur'an dan sunnah. Jadi felas bahwa perintah
8M. Umer Chapra, Masa Depan Ilru Ekonomi: Scbuh Tinjarun klan, teri. Ikhwan Abidin
Basri, flakara: Gema Insani, 2001), 284. Pala fukaha klasik yang mendukung perpafakan
mernandang sistem paiak yang adil apabtlz memenuhi tiga kriteria: pertama, paiak dipungut
untuk mebiayai 
^pa 
y^ng dipandang mudak dipedukan untuk mer*rriudkan maqarid; keduz,
beban tidak boleh sama sehubungan perbedaan kemampuan, dan harus didistribusikan
merata di antara pembayu paiak; dan ketiga, dana paiak yang terkumpul harus dipergunakan
sesuai dengan tujuan pengumpulannya. Llhat, Ibid. 286.
,Ibid, 284-295.
i0N{uhammad Abdul r\fannary Teoi dan Praktek Ekononi lilam, teri. M. Nastangin,
(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), 247.
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membal,ar paf ak-pajak tersebut adalah merupakan tindakan religius. Dan terakhir,
perbedaan dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan, dianggap sebagai
persoalan ),ang bersifat artifisial belaka. Dengan kata lain, tujuan lang berada di
balik semua kegiatan perpajakan, di dalam negaralslam, adalah satu dan sama,
),akni didorong untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, baik muslim atau
non-muslim, mayoritas ataupun minoritas. Fakta ini merupakan bukti yang musti
dipegang iika hendak memahami struktur pajak pada masa Islam periode klasik.tl
Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa paiak
dipungut berasaskan pada:l2
1,. Pajak diterapkan bagr seluruh warga negara yang mampu sesuai pendapaan
yangdiperoleh.
2. Setiap individu yang terkena beban pajak berasaskan transparansi, ada
kepastian jurnlah dan waktu pembayaran.
3. Setiap paiak yang dipungut dikembalikan untuk kepentingan publik.
4. Besarnya jumlah paiak yang dipungut tidak memberatl<an warga masyarakat
dan bersifat proporsional.
)izyah secara etimologi berarti upeti,l3 yakni sesuatu yang diambil dari
penduduk kafir dzimmi karena dia mendapat iaminan keamanan.la Dengan
demikian jizyah adalah pafak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai
imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negatz Islam pada mereka guna
melindungi kehidupannya yang melipuiharta benda, ibadah keagamaan dan
pembebasan dari dinas militer.ls Pungutan ini didasarkan pada suratAt-Taubah:
29yangannya:
"Perangilah orang-orang 1'ang tidak beriman kepada A-llah dan tidak (pula) kepada hari
kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa apa yang telah diharamkan oleh Allah
dan rasulNya dan tidak beragama dengan ag m^ y^trg benar (agama Allah), yaitu
orang-orang yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membaya r jizyah
dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk"16
ltlbill
12 Adam Smith, Tle l%ealth of Nation, blm.36l-363.
13 Ahmad Warson Munawir, Al-Munaair: Kanus Arab-Indonesia, (fogyakarta: PP
Almunawir, 1984),206.
la Al-Munjid Fillugbab lYala'lam, @eirut: Dar al-Masyriq, 1992), 90. Jizyzh f uga berarti
keseimbangan. Kata ini berasal dari bahasa Parsigafuat; dan bahasa Aramik yang kemudian
mengalami Arabisasi.
r5 N{uhammad Abdul Mannan, Teoi..., 249.
1(' Al-pur'an dan Tujemaltnla, (Semarang: al-Hakim, 1998), hlm. 152.
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Namun demikian sesungguhnya ayat tersebut adalah sekedar pengnt (takid)
dipungutnya iizyah kepada penduduk non-muslim setelah Rasul mengirimkan surat
yang berisi seruan dakwah kepada : (1) Heraclius, kaesar Bizantium/Romawi, (2)
I(isra Parsi: Anusirwan, (3) Raia Abisinia, dan (a) Ubed Al-Munzir.
Ijma' Ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab yang dikenai jizyah adalah or-
ang-orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang yang memililc syi b b u t kitab yak:i
Majusi,rT Sabi in dan Samirah. Kewafiban ahunan membayarJi zyahhanyaberlaku
bagi kaum lakilaki saia dan ti&k berlaku bagi kaum perempuan, anak-anak,
pastur/pendeta, dan manula yang tidak mampu bekeria. Adapun fumlah yang
harus dibayarkan bervariasi, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka:18
1. Orang kaya dikenai 48 dirham
2. Kelompokmenengah24dirham,dan
3. Orang miskin 12 dirham.
Agaknya tidak ada bukti seiarah yang dapat menjelaskan ketiga kategori di
atas, namuo menurut penafsiran A1-Tahawile dijelaskan bahwa kategori orang
kaya adalah mereka yang memiliki 10.000 dirham ke atas, kategori golongan
menengah adalah yang memiliki 200 dirham aau lebih, dan golongan miskin
adalah orang yang memiliki kurang dari 200 dirham.
Pertimbangan berdasarkan kemampuan ekonomi tersebut sesuai dengan
pesan Islam yang tidak membolehkan adanya pungutan di atas kemampuan
seseorang. Bahkan mereka (ahli dzimmah) mesti diperlakukan secara baik, tidak
boleh menzalimi dan menyakiti mereka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:
"Barangsiapamenzahmiatau membebani di luar batas kemampuan kepada atrii
dzimmah, maka saya meniadi musuhnya".a Dan hadis riwayat Abu Daud:
"Ketahuilah bahwa orang y^ng menza'limi kafir dzimmi, melecehkannya,
membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu dengan
17 Ali Muhammad As-Salabiy,'Umar bin Kbafiab: Slakbsilatrfu ua Atntb4 (taLnpt
data terbitan), 272. Dalam seiarah tercatat bahwa penduduk Tughlab yang beragama Kristen
Ortodoks oleh Rasul tidak dikenai jizyah lmtaran m€reh ikut berperang melawan Bizantium/
Romawi, namun mereka dengan suka rela iustru membayar zakat.
18 Abu Yusuf, Kitab al-Kbard, @eilut Dar al-Ma'rifah,1979),11m.722-123. Kelompok
pertama yang setuju membayar iizyah kepada Rsulullah adalah Kristen Nairan, kemudian
Rasul juga mengumpulkan jizyah dari penganut Zoroisme di Bahrain. Adapun lumlah
iizyah yang dipungut pada masa rasulullah addah satu dinar per kepala. Lihat, Adiwarman
Azwar Karim, Sgfarab Penikiran Ekonomi Islaa, {akara: Raiawali Pers, 2006), 129.
re Muhammad Abdul Mannan,Teoi..., 249.
20 Abu Yusuf, Ktah..., 125.
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tanpa kerela 
^nny 
a, maka aku adalah sebagai musuhnya p ada han kiamat".21
Perhatian Umar bin Khatthab terhadap jaminan sosial ahli dzimmah terlihat
dalam kebijakan ekonomi bekauzz
1 . \Wasiat Umar ketika menjel angwafatn5,aterhadap khatifah sesudahn),a: 'Aku
beqpesan kepadanya tentang orang-orang yang mendapat perlindungan
Rasulullah Saw, agar dia menepati perjanjian mereka, berperang di belakang
(mebela) merekadan tidak membebani mereka di aas kemampuan mereka".
2. Ri'wayat tentangYahudi tua. Pada sauatu hari Umar melewati pinru suatu
kaum, dan di sana terdapat seorang pemina-mina yang telah tua dan buta,
maka beliau menepuk pundaknya dari belakang, lalu bertanya: "Dan ah)t
kitab yangmanakah kamu?" Ia menjawab'Yahudi". Umar berkata:"Apa
yang menyebabkan kamu melakukan seperti apa yang aku lihat?" Ia men-
jawab, "Keharusan membayar iizyah, kebutuhan dan usia." Maka Umar
pun menggandeng tangan orangYahudi tersebut dan dibawanya ke peniaga
baitul mal, lalu berkaa: 'T-ihadah orang ini dan orang-orang yang seperrinya.
Demi Allah, kita tidak adil jika kita makan masa mudanya kemudian kita
menistakannya ketika telah tua. Sesungguhnya zakat adalahbagi orang-or-
ang fal<r dan orang-orang miskin. Orang-orang fakir adalah dari kaum
muslimin, sedangkan orang-orang miskin adalah dari ahli kitab. Kemudian
beliau menghapuskan jizyah dainyadan orang-orang sepertinya.".
Konsep dan praktik pungutan iizyah khalifah Umar kemudian diikuti oleh
Usman, Ali dan pada umumnya para sahabat nabi menerima dan sepakat (ijma')
dengan carayangdilakukan oleh mereka. MeskipundemikianterdapatkontroversP
tentang dikenakannya jizyah atas goloflgan non-muslim. Ada yang berpendapat
bahwaiizyahyang dipungut atas &immi adalah merupakan sewa untuk tinggal di
negar muslim. Dan ada yang berpendapat bahwa pungutan yang diambil dari
dzimmi sebagai hukuman akan anutan keyakinan untuk menghina mereka.
Pendapat ini menyatakan bahwa selama proses pernbayaran mereka dinisa dengan
katai "H^t &immi" atau "Hai musuh-musuh Tuhanl Bayaiah iizyah" .
Agaknya pandangan-pandangan tersebut tidak benar. Adalah tidak wajar
untuk meflganggap jizyah sebagat sewa pihak kalangan dzimi untuk berdiam di
iegaramuslim. Seandainya itu benar maka wanita, anak-anak, orang yang sakit
21 Jarlbah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekononi (Jmar bin Khattbab, terj. Asmuni Solihan
Zamkhsyari, (Jakana: Khalifa, 2006), 306.
2 Abu Yusuf, Kitab..., 125-L26.
23 N{uhammad Abdul N{annary Teoi..., 249.
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ingatan, dan orang-orang tua iuga akan dikenakan pafak ini. Dengan demikian
berarti bahw a dasar pertimbangan dikenakan nyaltzyah atas non-muslim adalah
keseiahteraan rakyat. Selain itu, adalah tidak benar untuk mengatakan bahwa iizyah
merupakan hukuman, sebab secara tegas konsep iizya6 6i6rtrrkan pada QS At-
Taubah: 29 . S aghirun dalam ayat tersebut secara sederhana diartikan "ketundukan /
kepatuhan". Pemahaman ini didasarkan pada tidak bolehn)'a Penggunaan
kekerasan ftekuatan) untuk memaksa keyakinan beragama kepada orang lain.
Karena itu tepatlah kesimpulan imam Syaf i bahwa kepatuhan/ketundukan yang
dimaksud oleh al-Qur'an adalah bentuk kepatuhan orang kafir kepada atufan
orang Islam ftukum Islam), sehingga orang dapat digolongkan sebagai dzimmi
manakalaia tunduk kepada hukum Islam.2a
Seluruh masalah dikenakannyaiizyah harus dipahami dalam perspektif
sejarahnya. Dalam lingkungan sosio-ekonomikyangprimitif, dikenakannyaiizyah
mungkin merupakan pilihan terbaib karena hal ini sesuai dengan keadilan alami.
Yakni setiap w^rga negzra, baik muslim atau non-muslim, harus membayar
kewaiibannya guna pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pencegahan serbuan
dari luar. Dan dalam sejarah tercatat bahwa Abu Ubaidah, salah seorang iendral
khalifah Umaf, memefintah gubernur Suriah untuk megembalikandan Jizyah
kaum &immi dari Suriah, ketika tentara muslim merasa tidak yakin akatdapat
mempertahankan Suriah dari serangan Romawi. Di samping itu terdapat bukti
bahwa banyak anak-anak kaum dzimmi diberi bantuan keuangan dari
perbendaha rz lt rregana..2s Pengembali an dana iizyah tersebut mengindikasikan
bahwa pungutan paiakjizyah didasarkan pada pertimbangan politik (aminan
keamanan) akan tetapi sesungguhnya iizyahlebih merupakan masalah ekonomi
yang berkaitan dengan iaminan keseiahteraanw^rga neg r^.
D. {Jsyur
Berbeda dengan penetapan iizyahyang memang terdapat dalam al-Qur'an
dan sunnah, peoetapan us,'uf mefl.]pak* hasil iitihad Umar bin Khatthab di
hadapan para sahabat dan tidak ada seorang sahabatpun yang menyanggahnya,
sehingga dapat dikaakan sebagai ifma' ftonsensus). Dengan demikian Umar adalah
orang yar8 Perama menetaPkan uspr dalam Islam, termasuk pedncian hukumny4
petuniukteknis pelaksanaannya, danmengangkatparapegawaiyangmenanganinya
(2s1i).'?6 Kata [Jguradalahbentuk plural dan ayryangarinya sePersePuluh atau
2a N{uhammad Abdul Mannan, Teoi..., 249-250.
25 Muhammad Abdul Nfannan,Teoi..., 250.
26Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikib..., 570.
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1,00h.27 Adapun vang dimaksud Usyrr adalah paiak 1,ang dikenakan pada barang
dagangan ekspor-impor keuka melintasi wilay2fi Islam atau apa yang sekarang
dikenal dengan istilah bea cukai.2S
Latar belakang sosial belum ditetapkannya us)rur padazaman nabi hingga
khalifah Abu Bakar adalah pada masa tersebut merupakan masa penyebaran
dakwah, jihad di jalan Allah dan proses pendirian negara Islam. Namun pada
masa kekhalifahan Umar, wilayah negara Islam semakin bertambah luas ke arah
barat maupun ke arah timur. Pertukaran banngarrtar satu negara dan negara lain
adalah suatu hal yang wajar. Ide Umar untuk menerapkan paiak terhadap barang
yang masuk ke negara Islam sesungguhnya dilatarbelakangi oleh sikap negzra-
neg ra non-muslim yang menerapkan pajak terhadap pedagang muslim yang
datang ke negeri mereka.2e Dalam hal ini berlaku pdnsip perlakuan yang sama.
Penetapan pajak ekspor-impor tersebut diawils, adanya surat orang-orang
Mambai, sebuahwilayah yang terletak di belakanglautAden, kepada Umar yang
berisi keinginan mereka untuk membawa harta petniagaan ke negara Islam. Setelah
menerima surat tersebut Umar bermusyawarah dengan paru sahabat nabi dan
akhirnya mereka menyetujui keinginan para saudagar Mambaj tersebut. Namun
sebelum menetapkan besarnya paiak, Umar tedebih dahulu mengobservasi
seberapa bes^r negaranon-muslim mengambil pajakdan pedagang muslim yang
masuk ke wilayah mereka. Pertama, dia bertanya kepada paru saadagar muslim
yang betdagang di Etiopia. IQdua, Umar bertanya kepada Usman bin Hanif,
'Berapapaiakyang dikenakan kafir harbiiika kamu berdagangdi negara mereka?";
dan ketiga, surat Abu Musa Al-Asy'ad yang memberi informasi bahwa
"Sesungguhnya parapedagang sebelum kami yang pergt ke negara kafu, mereka
dibebani paiak sebesar 10o ." Umar kemudian membalas surat tersebut yang
berisi: 'Ambillah paiak dari mereka sebagaimana mereka mengambil pajakdait
27 Lihat Al-Munjid..., 507.
28 AIi Muhammad As-Salabiy, Umar...,288. Dinamakan Usyur karena dia diambil dari
pedagang muslim sebanyak seperempat dari 70oh Q,5%), sedangkan dari kafir dzimmi
diambil setengah dan 1,Oo/" (5'/o), dm dari kafu ha$i diambil 107o penuh.
2eAli Muhammad As-Salabay, Ibid., 289. Kebiasan membayar ptiak Usyur sesungguhnya
telah berialan sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok di pedesaan biasa membayar
usyur iual beli yang besarnya adalah 70o/o dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap
transaksi. Namun kebiasaan memungut bea masuk ini dihapus nabi agar dapat mendorong
usaha perdagangan antar provinsi yang masuk dalam kekuasaan Islam dan masuk dalam
pcrjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada
kekuasaannva. Lihat, Adiwarman A.Karim, S{arab Penikiran Ekonomi Ishm, (Jakana: Raiawali
Pers, 2006), 70.
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para saudagar muslim 107o, ambillah dari ahli dzimmah 5oh, dan dari orang Is-
lam 1 dirham bagi setiap barang ),ang nilain),a 40 dirham. Akan tetapi barang
dagangan 1,ang kurang dari 200 dirham tidak dikenai paf ak; jika dagangan mencapai
200 dirham, maka paikanya sebesar 5 dirham; dan fika lebih, maka setiap 40
dirham pajakn1,2 1 dirham".3o Jawaban Umar kepada Abu Musa terscbut
merupakan ketetapan dan juklak penetapan usyut di seluruh wilayah Islam.
Untuk mendorong peningkatan penerimaan bain:l mal, Umar tidak hanya
memperhatikan peraturan-peratufan yang berkaitan dengan sumber-sumber baitr:l
mal, tetapi dia luga membuat jalur transportasi untuk memPermudah masuknya
barang-barang, yang pada g[kannya akan menambah pemasukan baitul mal. Dan
kehidupan rakyat menjadi makmur dan berkecukupan.
Perbedaan fumlah bea cukai3l yang ditarik dari kaum muslimin dan yang
ditarik dari kaum dzimmi adalah karena secara faktual mereka lebih banyak
membutuhkan perlindungan danpara perampok ketimbang kaum muslimin.
Berbeda dengan kaum muslim yang harus membayar zakatdaibarangdagangan
mereka baik melalui ataupun tidakmelalatAyir, kaum dzimmi hanya diksn^prt
pungutan lima persen, sejauh mereka berada di bawah prrisdiksi seorang asyir
bila mereka melakukan perialanan untuk dagang. Perbedaan ini karena pajak yang
dipungut asyir dari kaum muslimin terdiri dari kewaiibanzakat, sementara yaflg
dari kaum &immi sesungguhnyahanya merupakatpaiakoktroi.Perlakuan terhadap
dzimmi dalam segala hal sesunggunhnya sama dengan pedakuan terhadap kaum
muslim, kecuali dalam masalah yang satu irri.
Pedagang harbi pun tunduk padaperattuanpajak yang berlaku di negara
Islam, kareaa golongan harbi memperoleh pedindungannegar^ Islam selama
mereka berdiam di sana. Namun dalam tarif pajak, prinsip timbal balik hanya
berlaku dalam arti yang terbatas.32 N7alaupun golongan harbi memunggut paiak
dari keseluruhao harta benda para pedaga.ng muslim, tetapi asyir tidak memungut
keseluruhan harta benda golongan harbi, dengan cara membiarkan harta benda
mereka secukupnya hingga memungkinkan mereka untuk dapat pulang. Dengan
harta benda yang tinggal sedikit itu mereka tidak perlu perlindungan dari
perampok. Selain itu, apabila golongan harbi tidak memungut pajak dari pedagang
muslim, maka asyir pun tidak akan memungut pafak dari pedagang harbi.
30 Ali Muhammad as-Salabig lbid. I tha,t iuga Abu Yusuf, Kitab..., 135.
3r l\{uhammad Abdul r\fannan, Teoi..., 254.
32 lVluhammad Abdul N{annan, Teoi..., 254-255.
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Adapun pos pengumpulan us)rrrr terletak di berbagai rempat yang berbeda,
termasuk di ibu kota. Menurut Said bin Yazid, pengumpul usyur di pasar-pasar
Madinah, orang-orang Nabaetean yang berdagang di Madinah juga dikenakan
pajak pada tingkat yang umum, tetapi setelah beberapa waktu Umar menurunkan
menjadi 5%o untuk minyak dan gandum agar dapat mendorong impor barang-
barang tersebut di kota.33
Untuk memperjelas argumentasi tentang usyur pedu dikemukakan
pandangan ulama terhadap ketiga kelompok pedagang tersebut di atas:3a
7. PedagangMuslim
Pedagang muslim sesungguhnya tidak termasuk kelompok yang dikenakan
Usyr. Namun demikian pemungutan z^kat y^ng dilakukan oleh petugas/asyir
terhadap pedagang muslim dilakukan bila dia melintasi luar daerah dengan
dagangannya. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah pedagang muslim
jika harus membayar zakatnya ke pusat pemerintahan, ibu kota khalifah. Karena
itu Umar memerintahkan petugas usyur untuk mengambil zakatkepadamereka.
Ada bebetapa riwayat yang menunjukkan bahwa us1'ur tidak dikenakan kepada
pedagang muslim, di antaranya: perkataaarhyadbin Hudair kepada Umar, "Kami
dahulu tidak mengambil usyur dari seorang muslim ataupun kafir dzimmi",lalu
"Siapa yang kamu ambil usyurnya?", ia meniawab" panpedagang dari kalangan
ahli harbi, sebagaimana mereka mengambil usy'ur kepada kami jika kami datang
ke negeri mereka". Dan iauraban Abdullah bin Umar ketika ditanya,'Apakah
kamu mengetahui bahwa Umar mengambil usyur dari kaum muslimin?" Ia
menjawab'Aku tidak mengetahuiny4 aku tidak mengetahuinya!".
Namun demikian, demi kemaslah atan, negaralslam boleh meneapkan usyur
(paiak cukai) terhadap barang dagangan yang diimpor rakyatnya, baik muslim
atau non-muslim. Hal yang harus dipertimbangkan dalam meneapkan paiak impor
adalah melindungi produksi dalam negeri dari persaingan barang yang sama, dan
melindungi ekonomi kaum muslimifl agar tetap terjaga persaingan yang sehat.
2. PedagangAhliDzimmah
Ulama Syafilyyah dan Ibnu Hazm beqpendapat bahwa mengambil usyur
dari ahli dzimmah adalah haram, selama tidak dipersy^ntk^n dalam akad
perdamaian. Namun ulama Syaf iyyah mengecualikan daerah lltiaz, dt mammereka
13 Adiurarman A. Karim, S/aralt..., 72.
yJaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikib..., 577-578.
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memPerbolehkan pengambilan usyur dari dagangan ahli dzimmah yang masuk
daerahlltiaz.
I\{azhab Maliki berpendapat diperbolehkannya pemlrngutan uqur terhadap
kafir dzimmi iika dia membawa dagangannl'a melewati batas daerah mukimnva'
Akan tetapi jika dia berdagang di daerahnya, maka tidak waiib. Sebagai contol,,
jika seorang kafr &immi penduduk Syam berdapng di batas-batas wilayah Syam,
dan baru dikenakan usyur bila dia berdagang di wilayah Mesir atau Irak.
ulama Hanafi dan Hambali berpendapar bahwa boleh secara mutlak
memuogut usyur dari ahli dzimmah, baik dia berdagang di daerah tinggalnya
sendiri atau di luar daerahnya.
3. PedagangAh-liHarbi
Para fuqaha hampir semuanya sepakat, tentang diperbolehkannya peneaPan
us1,ur terhadap kafir harbi, baik dia masuk dengan dagangan ke daerah kaum
muslimin, ataukah keluardarinya. Akan tetapi ulama Syaf iyy2l, dan Ibnu Hazm,
sebagaimana dalam kafir &immi, berpendapatbah'waselama tidak dipersyaratlan
dalam akad pengamanan maka tidak boleh memungut usyu kepada mereka.
Al-Mawardi berkata bahwa'?enetapan usy:r terhadap harta yang dipifldah-
kan di dalam negeri Islam, dari satu daerah ke daerah lain, adalah haram yang
tidak dibolehkan syari'ah, tidak berlaku iitihad di dalamnya, tidak sesuai dengan
keadilan, daniarangtoirdi kecuali di daerah yangzahm. Meskipun pedagang
kafir harbi yang masuk ke daerah kaum muslimin, maka diambil 10%o sekali saia
ketika masuknya, kemudian dia boleh memindahkan dari satu daerah ke daerah
Iain, tanpa dikenakan usyur lagi."
E. DampakEkonomiUsyut
M. Abdul Mannan berpendapat bahwa sistem modem bea cukai dan
pungutan bagi negara-negafa Islam masih pedu dipertahankan,3s kendatipun
sebenarnya dari segi persaudaraan universal Islam, mungkin tidak dibenarkan
mengadakan rintangan dalam bidang perdagangan internasional, karena pada
dasarnya Islam meyaftirl p.tatuan kemanusiaarq dan karena itu perdagangan bebas.
Diterapkannyabeacukai lebih dilihat dari sisi kepentingan kelangsungan hidup
negara-negara berkembang (Islam).
secara ekonomi, dampak penerapanbeacukai adalah sebagr berikut:36
15 N{uhammad Abdu]
3('Jaribah bin Ahmad
i\.[annan, Teoi..., 255.
Al-Haritsi, Fikih..., 580-583.
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1. Pembatasan impor, t akni dengan menaikl<an prosentase us1.ur terhadap
barang-barang yang tidak ban),ak dibutuhkan atau disukai. Sebaliknya dengan
menurunkan uslrur atau menghapuskan uslnur sama sekali agar dapat
memotir.asi impor barang-barang penting \ang tidak dihasikan di dalam
negeri.
2. Pada dasamya uslrur dibebankan kepada kafir harbi dan tidak dikenakan
kepada pedagang muslim dan ahli dzimmah. Hal ini dimaksudkan 
^garperputaran perdagangan di dalam negeri lebih banyak dimainkan oleh
pedagang dalam negeri sehingga mereka meniadi saudagar-saudagar yang
tangguh d'an mampu bersaing dengan pedagang dari luar.
3. Negara Islam dapat menetapkan usyur, atau menambahkannya, terhadap
barang-barang impor dari N egan-iegaranon muslim, walaupun pengimpor-
nya dari kalangan pedagang muslim, dengan syarat penetapan kebiiakan
tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum muslimin,
seperti melindungi produksi yang tumbuh di daerah kaum muslimin, ketika
barang-barangimpor tersebut menyaingi produksi yang tumbuh di daerah
Islam.
4. Perintah Umar untuk mengambil usyur sekali dalam setahun dan larangan
pengulangan usyur terhadap dagangan selama belum habis tahun, atau
pedagang datang dengan dagangan baru, adalah suatu prinsip yang
menghapuskan problem paiak ganda dalam sistem pelpaiakan konvensional.
5. Penurunan usyur terhadap kafr harbi ketika mereka menetap lama di negeri
muslim dan pengubahan status menjadi warga negara (menladi ahli dzimmah)
yang melakukan kegiatan ekonomi yang manfaatny a sangat dirasakan oleh
kaum muslimin. Atau dengan kata lain, untuk mendaangkan investasi asing,
dibuatlah kemudahan-kemudahan berinvesasi dan proses kewargan egarzian.
E Penutup
Jika pajak kepala yang dikenakan kepada ahli dzimmah dianggap
memberatkan mereka, maka sesungguhnya bagi kalangan muslim juga dikenai
zakat fitiyangdiwajibkan bagi setiap individu. Karena itu, muslim ataupun non
muslim sama-sama dikenakan kewaiiban membayarnya zgr dapat terwujud
iaminan sosial di masayarakat Demikian iuga usyur yang dikenakan kepada
pedagang kafi r harbi, demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat,meskipun
dengan prosentase yang berbeda, dapat dikenakan kepada pedagang ahli dzimmi
dan pedagangmuslim.
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